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BUPATIBOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN liOJONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATIBOJONEGORO,

a bahwa arsip merupakan dokumen yang autentik dan
teroercaya dipcrlukan sebagai surnber informasi, jati diri
daerah dalam pengambilan kebijakan pemerintahan
sehingga hams dikelola, dipelihara dan dilestarikan guna
mendukung akuntabllitas kinerja, rneningkatkan knalitas
pelayanan publik dan penyclenggaraan administrasi serta
pertanggungjawaban Pernerintahan Daerah;

b. bahwa kearsipan merupakan urusan waji b Pernerintah
Daerah yang harus dilaksanakan melalui sistem kearsipan
yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan
berdasarkan prinsip, kaidah, dan .standar kearsipan;

c. bahwa untuk !andasan dan arab dalarn penataan
kearsipan di Kabupatcn Bojonegoro, perlu diatur dalam
Peraturan Daerah:

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalam huruf a, hun» b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraruran Daerah len tang Kearsipan;

1, pas~ 18 ayat (6) Undang-Undang Basar Negara Republik
Indonesia 'rabun 1.945;

2. !Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaterr/Kota di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabays dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pcmbentukan
Daerah-Daerah Kota Bcsar dalarn Lingkungan Provinsi
·,Ja'WaTirrrur, Jawa Tengah, J'::liwa Barar dan Daerah
Ic§ti)new8 Yogy,a..k'arta (Lemba,r!f1'l Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nornor 19., Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornof 2130);

3. Undang .
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik [Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. tindang-Undang Komar 43 Tahun 2009 ten tang
Kearsipan [Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang "umor 12 Tahun 2011 tcntang
Pernbenrukan Peraturan
[Lcmbaran Kegara Republik

Perundang-undangan
Indonesia Tahun 2011

J'\O!'!'1or82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia J'\omor 5234) scbagaimana rclah beberapa kuli
diubah terakhir dengan Undang-Undang :'Jomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang I\"omor 12 Tahun 201 t ienrang Pcrnbenrukan
Peraruran Pcrundang-undangan (Lcrnbarau Ncgara
Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor J43, Tambuhan
Lernbaran Negarn Rcpublik Indonesia Nemer 6801);

6. Undang-Undung Nomor 23 Tahun 201'1 tentang
Pcmcrincahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik
Indonesia Tahun 2014 \lomor 244, Tambahan Lembaran
Ncgara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang J'\omor 6 Tahun 2023 tentung Penetapan
Peratumn Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nornor
2 Tahun 2022 tentang Cipla Kcrja menjadi Undang-
Undang [Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabun 2012 tenrang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
ten tang Kearsipan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5286);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tcntang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor lBB);

9. Peraturan Mcnteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 ten tang
Pedoman Penyclenggaraan Sistem lnformasi Pelayanan
Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 707);

10. Peraturan. ..
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10. Peraturan Menleri Dalarn .Negeri Nomor 83 Tahun 2022
ten lang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri Dan Pcmcriniah Dacrah
[Berita Ncgara Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor
969);

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2011
ten tang Pedoman Penyelenggaraan Sistem lnformasi
Kearsipan Nasional (SIKN) dan .Jaringan Inforrnasi
Kearsipan Nasional (JIKl\1;

12. Peraruran Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012
tentang Pedoman Pcnyusunan Klasifikasi Arsip;

13. Peraturan Kcpala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 20 12
tentang Desain Pernbinaan Kearsipan pada Pemerintah
Daeruh;

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2012
rentang Standard Fungs] Lernbaga Kearaipan Dacrah;

15. Peraturan Kcpala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2013
tcntang Pclaksanaan Program Arsip Vital;

16. Peraturan Kepllio Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015
teruang Tata Cam Pcnetapan -Jadwal Retensi Arsip;

17. Peraruran Kepulu Arsip Nasionet Nomor 25 'I'ahun 2015
teruang Pedoman Penghargaan Kcarsipan;

18. Peraruran Kepala Arsip Kasional Nomor 31 Tahun 2015
tentang Pedomnn Pembenrukan Depot Arsip;

19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 36 Tahun 2015
tcntang 1mbalan Pcnyerahan Arsip SLulis;

20. Pera.turan Kepala Arsip Nasional Nornor 41 Tahun 20 I!)
tentang Pcngclolaan Arsip Terjaga;

21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Kearnunan dan
Akses Arsip Dinamts;

22. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nornor 37 Tahun 2016
tcntang Pedoman Penyusutun Arsip;

23. Peraturan Kepala Arsip :-Iasional Nomor 7 Tahun 2017
tentang Gerakan Nasional Sadar Tertip Arsip;

24. Peraruran Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pedoman Pcmeliharaan Arsip Dinamis;

25. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019
tentang Pcngawasan Kearsipan;

26. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tshun 2021
tcntang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi;

27. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nom.or 5 Tahun 2021
tentang Pedoman Umum Tata Naskah;

28 Peraturan ...
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28. Peraruran Daerah Provinsi Jawa Timur 'Nomor 4 Tahun
201~ tentang Penyelenggaraan Kearsipan, (Lernbaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4- Sem '0,
Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi .Jawa T-imur NO'mor
su,

Dengan Persetujuan Beraarna

DEWAN PER\VAKlLAN RAKYAT DA[!:RAH KABUPATEi'I BOJONEGORO

dan

BUPATIBOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG KEARSIPAN ..Menetapkan

BABI

KRTgl'\'J'UAN UMUM

PasaJ 1

Dalarn Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pernerintah Daerab adalah Kopala Dacrah sebagai urisur

penyelenggara Pcmcrintahan Daerah yang rnemirnpin
pelaksanaan urusan. pernerintahan yang rnenjadi
kewenangan daerah otonom,

3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Kepala

'Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .Qa"lam
penyelenggaraan Urusan pemerintahan sesuai tlen'g~n
kewenangan Daerah.

5. Lembaga Kearsipan Daerab adalah Organisasi Perangkat
Daerah. yang membidangi urusan kcarsipan.

6. Pemerintab Desa adalah Kepala Desa dibantu Pcrangkat
Desa sebagai unsur penyclenggara pemerintahan Desa ..

7. Badan Usaha Milik Daerah ~g selanjutnya: disi:ng~~t
SUMO adalah 'badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh pemerintah -daerah mela1ui
penyettaan. secara langS"llng yang berasal dari keka:ya<l.n
pemerintah daerah yang dipisahkan.

8. L.em.ba"ga Pertdidikan, adalah le~baga atau tertlpa~

berlangsungnya proses, perrdidiKail unnik mengtJD:al;!.

tingkab laku individu ke arab rebm baik melalui interaksi.

sosial dengan litigkunga:n, sekitar.

9.-Keatsipan .....
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9. Kearsjpan adalah hal-hal yang Iifci'kcrfaan odengan arslp.
10. Arsrp adalah rekarnarr kegiatan atau peristiwa dalam

herha:gi;ti bentuk dan media ·.sesllai den~an peike.tn qangan

teknologi informasi 'dan komunikasi yang dlbuat dan,
diterima oleh lernbaga llegara,. pemerintah daerah,

lembaga pcndidikan, perusahaan, organisasi politik,

orgarusasi kcrnasyarakatan dan perseorangan dalam

pelaksanaan kehidupan bermasyara kat, berbangsa dan,

bernegara.
11, Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan
selarna jangka waktu tertcntu,

12, Arsip aktif adaluh arsi p yang frekuensi penggunaannya

tinggi dan atau torus menerus,
1:),Arsip inaktif adalah ersip yang frekuensi penggllnflAIlnya

telah menurun.
14, Araip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan

persyaratan dasar bagi' kelangsungan operasional
pencipta areip, tidak dapat diperbarui, dan 'tidak

tergantikan apabila rusak atau hilang.

15, ATSiP 'l set adalah informasl mengenai sumber daya
ekonorni yang dllruasai danl a1!;;l,U dimiliki oleh
pemerintah maupun pernerintah daerah sebagai akibat

dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonorni
dan/atau scsial cii rnasa de pan diharapkan baik oleh

pernerintah daerah maupun rnasyarakat serta dapat

diukur dalam sabuan UElJ1g, tcrrnasuk sumberdaya non
keuangan yang drperlukan untuk penyediaan jasa bagi

rnasyarakat umurn dan surnber daya yang. dipelihara

karena sejarah dim budaya,

16. AT&ip umurn adalah arsip yang tielak terrnasuk al<sip

terJ aga.
],7. j\;rsil'! statis ada:loo ,!(rs'ip -yang dihasilkars oteh :pe.li!>ipta

a:t'I>ip karena merniliki nilai guna.kesejarahan, telah hasis

lie~I'l.'Sjl1lya, dan berketera1'rgan ci{ipcI'm8.{Ienkan :Maag

telah di\l;edfifusi baik seeru:a. langsiitRg maupun tidak

1al'lg;:nmg 0Ien ,Airs!]?Nasional Re.p~Mik 1.nd0I1esiadan

.ata::bl J;..elIi\;)aga Nears.1}i),a<b. lila:eF!!-h.



6'

.1K Aksip te1'jaga adalah arsfp .negara y.ang'1:icrkaitan \1engan

J<cl('l1'Jg~n.mg.mhidup bangsa dan nflgara yan~ Baros
dij~ga keutuharf, kcamanan, dan keselamatap'hja.,

'19,,AI'siparis adalah seseorarrg y<ing rri:emlHki"kOJtlpetb'rt,si

9~)Jidailgkcarsipa» yan;g diperoleh melalui pendidikan

forrnal .dan atau pendidikan dan' pelatihan k~~~ipal'l

.serta mcmpunxai fungsi, tugas, dan taTl~gu~&jawab
'melaksanakan kegiatan kearsipan.

20, Tenaga kearsipan ad aJa b ·seseorang yang mendapat tugas

di bidang kearsipan serta mempunyai fungsi clan

tanggung jawab melaksanakan kegiatan k,e<lrsi'pan.

21, Akses .arsip adalah ketersediaau arsip. sebagai hastl
kewenangan hukurn.dan otorisasi lc;:.g:{1serta keberadaan

'&1-tniha bantu unruk rnernperrnudah p(;inem:uan dar)

pernanfaatan areip,

22, Pencipta Arslp adalah pihak y,!>ng fnernpU):.lyai

kernandirian. dan otorltas dalam peJ~ksanctai:t Iungsi,

tirgas, dan tanggungjawab dibidang pen,gelolaan arsip

.dil1!'].m:is.

2'il:Lembal?a Pencipta, Arsip adillah lernbaga yang

memflL!uyCl:i: kemandirian ~an ctorltas "d~am
jielEiksa:'fman IUngS1, t~\g'a!i,da:n ta'ngguirgja:w:ab' ·dibiq;a.tfg

pengelolaan -arsip dinamis:

24, (}'Flit PengoI1!h .adalah s~tu.an ke;rj~ .Jl!~d~l'eynci~ta arsip,

yang memptinyru t(lgas' .(tan tluigW1g' jawa:b :mengQlah

semua;larsip lang berk?itaI') dengan kegiatan p.cncipl'aan

allsip' Qi:1i'irgk-gngannya.

Q5, Wr.iit'.Neatsij;>an ada:Jan satu~n kerja, palla p!?:n(i)i:p~aaJ.;siP,

yang \me-rn.IllJ:lpya:iw&as dan tanggJ+hgjawab da:l~

p'el:lyeleJ:lggara~ k~a.rS:ipe\I:h
!2&. ,N{lai ,g).lma arsi J!l 'a(>fa'lah riilai aa-si'p !\lang diaasaf,]{al'l pada

kegg~~j!'l¥<a !i{~gik~went,tf!'ga:n.p'el1lg~~Lansm,
.z/, PenYUS1.1tan ar_sfp aqa18)Et kegrati!'l'l,peFlgt>Jira:llgan .mmW:1i

aJisip delilgan eara pemindahkan aFsip ina:1<1lfclari unit.

[1el'lgglalii lee l:Iit.fit ,kIa:rsi}!l~, pemqsnahlan ars'iN ¥cin;g

ti:da-~ memiliki niJar. ~na; €tan .(l!~ll~~riillari;aE'$ijl .!?:ta:ey
J<'epada:lem:llxa~a;kears'i~~,



28. Penyelel'lggaraa:tq kearsipan adalah keseluruhart kegiatan

meliputi kebljakan, pembinaan Kear.si·pa:n, dan

pengclotaan arsip dalam suatu sistem kearsi[ia.n daerah

yang didukung 01.:11.sumber daya manusia, sarana dan

prasarana, serta surnber daya Iainnya.

29, Pcngclolaan arsip dinamis adalah proses perrgcndalian

arsip dinamis secara eflsien, efektif, dan sistemaris

meliputi penciptaan, pcnggunaan, dan pcrncliharaan,

scrta pcnyusutan.
00, Pt:ngelolaan arsip statteadalah proses pengendalian arsip

statis secara efisien, efektif, dan sistcmatis meliputi

akuisisi, pengolahan, preservasi, pernanfaatan,

pendayeguoaan. dan pelayanan publik dalarn suatu

slstem kearsipan daerah,
31. Akulsisi arsip statis adalah proses penambahan

khazarrah arsip statis pada lembaga kearsipan yang

dilaksanakan rnelalui kegiatan pcnyorahan arsip etatis
dan hak pengelolaannya dari pencipta araip kepada

lernbaga kearsipan.

32. Sistem Kearsipa n Nasional yang selanjutnya disingkar

SKN adalah sistem yang mernbentuk pola hubungan
berkelanjutan antar berbagai kompcnen yang memiliki

fungai tuga.s tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur

lain yang saling mempengaruhi dalarn penyclcnggaraan

kearsipan sccara nasional.
33. Sistern Infbrrnasi Kearsipan Nasioual yang selanj\~t.nya

disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara

nasional yang dikelola oleh Arsip Naeional Republik

Indonesia yang menggunakan sarana jaringan informasi

'kearsipan nasional,

34. Jaringan Inferrnasi Kearsipan Nasional yang sclanjutnya

dising"kat JII{!N adalah aistern jaringan inforrnasi dan

sai:ana pelayfl.nan arsi'g secara nasienal yang dikelola

olen ~sil1> Nasional Refl'!clblik Indonesia.
,35. Sistem Keal'~ipan Daerah yang se1anjutnya disingkat

SI):D a®)ah g'ist6111 )[ffi'!g' m.eJ.l'l.l:i.I(J;jCtl!l.kwnli'L h.!lP.ufig1lll
beekelanjutan dalam rangka 'penyele:ag~~r.aaFLkear~p~an

ciilii[J.gkungaa ~aJ;>~Jll~tenJ;30jol'legoI'O.

3&. Sfstem.· .....
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36_Sistem Informasi Kearsipan. Dinarnis yang selanjutnya
disingkat SIKD adalah sistem informasi arsip dinamis
yang dikembangkan dan dikelola oleh Lcmbaga
Kearsipan Daerah yang rnenggunakan stu-ana jaringan
informasi kearsipan Kabupaten Bojonegoro. Aplikasi
SRIKANDIadalah Sistem Inforrnasi Kearsipan Dinamis
Tcrintegrasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Arsip
Nasional RepubJik Indonesia.

37. Sistem Informasi Kearsipan Staus yang sclanjutnya
disebut sebagai simpul JIK.'1 adalah sistem informasi
arsip statis yang dikcmbangkan dan dikelola oleh
Lembaga Kearsipan Daerah yang rnenggunakan saran a
jaringan informasi kearsipan Kabupaten Bojonegoro.

M. Dafter Pcncarian Arsip yang sclanjutnya disingkat DPA
adalah daftar bcrisi arsip yang mcmiliki nilai guna
kcsciarahan, baik yang teJah diverifikasi secara lungsung
oleh Lernbaga Kearsipan Daerah dan dicari oleh Lernbaga
Kearsipan Daerah serta diumumkan kcpada pubiik.

39. DaItar arsip adalah daftar berisi data dan Identitcs arsip
yang dipcrlukan dalam penemuan dan penyusuian arsip.

40. Organisasi keursipan adalah unit kcarsipan pada
pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan Dacrah yang
mclaksanakan kcgiatan penyelenggaraan kearsipan.

41. Pemeliharaan araip adalah kegiatan menjaga keutuhan,
kearnanan, dan keselamaian arsip baik flsik maupun
inforrnasinya.

42. Pcnggunaan arsip adalah kegiatan pernanfaatan dan
penyediaan arsip bagi kcpcntingan pengguna arsip yang
berhak,

43. Pernberkasan adalah penernpatan naskah ke dalam
suatu himpunan 'yang tersusun secara sistemaris dan
logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga
menjadi satu berkas karena merniliki hubungan
informasi, kesamaan jenis atau kesamaan rnasalah dari
suatu unit kerja.

44. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis,
susunan dan bentuk, pembuatan, pengarnanan, pejabab
penandatanganan, dan pengendalian yang. digunakan
dalarn komunikasi kedinasan.

45. Klasifikasi Al:Sip...
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45. Klasifikasi Arsip adalah. pola pengaturan arsip seeafa

berjenjang dari hasil pelaksanaan Iungsi dan tugas

instansi rnenjadi. beberapa kategori uiii_~ informasi
kearsipan,

46. Klasifikasi keamanaa arsip adalah karegori kerahasiaan

inforrnasi arsip oerdasarkan pada tingkat keseriusan

dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan

keamanan negara, masyara.kat dan perorangan,

47. Klasifikasi akscs arsip adaJah kategori pernbatasan akses

terhadap arsip berdasarkan kewenangan periggunaan

arsip terkait dengan pelaksanaan rugas dan fungsi

rertentu.

48. Program arsip vital adalah l:indakan dan proscdur yang

sistematis dan terencana yang berrujuan untuk

memberikan perlindungan dan rnenyelamatkan arsip

vital pencipra arsip pada saat darurat a tau. setelah terjadi

musibah.
49. Retensi Arsip a.dalah jangka waktu penyimpanan YCJlg

wajib dilalrukan terhadap suatu jenis arsip.

SJ. JaawaJ Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA

adalah daftar yang berisi paling sedikit jangka waktu

penyimpanan atau retensi, jenis arsip da.? keterangan

yang berisi rekomendasi tentan¥ penetapan suatu [enis

arsip dimnsnahkan, dinilai .kembali, atau

dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman

penytrsutan dan penyelamatan arsip.

51. Autentikasi aniip adalah proses pemberian vmda dan

atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai

dengan perkembangan tekrH'I!ogi ;yang menupjukkan

bahwa arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai

dengan aslinya.

52 Alih media arsip adalah transfer informasi dari r.ckaJ;rra:n

}'<Ulgberbasis kertas ke-dalam media lain ciengan toljuan

efisiensi.

53. Rreservasi arsip adalah upaya pe.rlindungan. aI'sip' yang

dilaksanakan diilam rangka menjamin keselamaian dan

kelestarian fisik arsip maupun infosrnasi .arsip

54. Mas_yarakat...
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~. Masyatakat adalah setiap ot~g, kc1om:gok.orang atau

lembaga yaI)g berdornisili di daerah yang mernpunyai

pcrh.a:tian dan peranan dalarn bidang kearsipan.

55. Partisipasi rnasyarakat adalah peran serta warga
masyarakat untuk mcnyalurkan aspirasi, pemikiran, dan

kepentingannya dalarn penyelenggaraan kearsipan di

daerah.

~. Organisasi profcsi Arsiparis adalah perkurnpulan yang
berbadan hukurn yang didirikan oleh Arsiparis untuk

rnengembangkan profcsionalieas Arsiparis.

:r/. Kompetensi adalah kemampuan kcrja setiap individu

yang rnencakup pengetahuan. sikap, dan ketrarnpilan

kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

58. Standar Pelayunan Minimal adalah ketentuan. mengenai

jenis dan mutt! pelayenan dasar yang merupakan uruaan

pemerintahan wajib yang bcrhak diperoleh setiap warga

negara secara minimal.

C$. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat

I3UMD aduluh badan usaha yang seluruh atau sebaglan

besar modulnya dirniliki oJeh Pemerintah Daerah melalui

penyertaan secara langsung yang berasa I dari kekayaan

pemerintah Daeruh yang dipisahkan.

60. Organisasi politik adalah organisasi atau kclompok yang
bergerak atau berkcpcntingan atau terlibat dalam proses

politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan
dalam mcnontukan naslb bangsa tersebut.

BAB 1'1

MAgSUD, TUJUAN., ASAS DAN RUANG UN6KUP

Bagian ~esaru
Maksud dan Tujuan

l?asar2

p~ra.tural'l Daerah irti I'!fma'ksudka:n sebaga:1 .Re¢::omlOJl'luntu~
meml:ierikan kepastian h:l.!ikllffi,d.alam kifa"!"sipan di Daera!;i.

Paaal @' ; ..
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Pasa13

Kearsipan di Dacrah bcrtujuan untuk:
a. rnenjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan

oleb penyelcnggaraan Perangkat Daerah, Pemerintah
Desa, SUMD, satuan pendidikan, organisasi polilik,
organisasi kernasyarakatan dan perorangan, serta
Lembaga Kcarsipan Daerah sebagai .penyelenggaran
Kearaipan Dacrah;

b. menjamin kctcrscdiaanya arsip yang autentik dan
terpercaya sebagai alat bukti yang sah;

c. menjamin tcrwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan
pemanfaatan arsip sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak
kepcrdataan rakyat rnelalui pengelolaan dan pemanfaatan
arsip yang autcntik dan terpercaya;

e. meridinamiskan penyelenggaraan Kearstpan Dacrah
sebagai suatu sistern kcmprehensif dan terpadu;

L menjamin keselamatan dan keamanan ar sip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara;

g. menjamin keselarnatan aset daerah dala:n bidang
ekonomi, sosial, polirik, budaya, pertahanan, scrta
keamana.n sebagai identitas jati diri bangsa; dan

h. meningkatkan kualitas pelayanan puhlik dalarn
pengelolaan dan pemanfaatan. arsip yang autentik dan
ter;perca:yal!Ii daerah.

Bagian Kedua
Asas

Pasal4

kearsipan di Daerah berasaskan:
a. kepasrian hukum;
b.. keautentikan dan kctcrpercayaan;

.po. Jeeutuhart;
d, asa:! IIls1..l'llprineip/e Qf p~vef(anee);
e. aturan aeli (principle of origina,l atdei!);
f. keamanan dan keselamatan;

g. keprofesionalan ."
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g. kcprofcsionalan;

h. kcrcsponsifan;

i. keantisipalifan;

j. kepartisipa ufan;

k. akuntabilitas:

L kemanfaatan;

m ..akseabllitas: dan

n. kepentingan umum.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

(1.) Ruang lingkup kearsipan di Daerah rneliputi penetapan

kebijakan, pcrnbinaan dan pengawasan kearsipan dan

pengelolaan arsip dalarn suatu Sistem Kearsipan Daerah.

yangdidukung olen sumber daya manusia, prasarana dan

sarana, serta surnber daya lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Ruang lingkup sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
meliput; Pcrangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD.

lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi

kemasyarakatan dan perseorangan,

BAS III

PENYELENGGARAAN KEARSlP.Al.'l

Bagian Kcsatu

Umum

Pasal6

(1) Penyelenggaraan kearaipan ill Daerah merupakan

tanggung jawab Bupati.

~2) Tanggung jawab Bupati dalam penyelenggaraan kearsipan

di Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

.:Q\I~k-sat1.akanolen Cernbaga Kear.-&.ipapDaerah.

(3) Tanggungjawab ...
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(3) Tanggung jawab Hupati dalam pcnyclenggaraan kearsipan

di Daerah sebugaimana dimaksud pado ayat (2), meliputi

kegiatan:
~I,penetapan kcbijakan;

b. pernbinaan dan pengawasan kearsipan: dan

c. pcngclolaan arsip.

Paragraf 1

Penetapan Kebijakan

Pasal 7

Penetapan kebijakan penyclcnggaraan kearsipan di Daerah

sebagaimana dimuksutl dalarn Pasal 6 ayat (3) huruf a,

meliputi bidang:

a, pernbinaan dan pcngawasan kearsipan;

b. pengelolaan arstp:
c. pernbangunan sistcm Kearsipan Daerah berbasis

teknolog! infcrmesi clan korrnrnikasi;

d.organieaei;
e. pengcmbangan sumbcr daya rnanusia:
I. prusarunu dan sarana;

g. pcrlindungan dan penyelamatan arsip;
h. kcrjasarrta; dan
i. pendanaan.

Paragrar z
Pcmbinaan dan Pengawasan Kearsipan

Pasal8

(1) Pembinaan kearsipan sebagairnana dimaksud dalam Pasa!

6 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Pernerintah Daerah

kcpada Pcrangkat Daerah, Pemerintah Desa, SUMD,

Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik,

Organisasi Kernasyacekatan dan Perseorangan.
(2) Pembinean kearsipan di Daorah sebagaimana dirnaksud

pada ayat (1) dilaksanakan Qleh Lembaga Kearsi,pan

Daerah.

(3) Pembinaan ...



1'4

(fJ) Pembinaan kearsipan di I<)aerah~ebagaimaFla di'inaksu(l
pada ayat. (~) melipuui:

a. kocrdinasi penyelenggaraan 'k,earsipan;
b. penyusunan pedornan kcarsipan,

c. pengawasan kearsipan:
d. pemberian bimbingan, supervisi dim konsultasi

pelaksarraan kearaipan;

c. bimbingan teknis arsip; dan

I. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
(4) Pcm binaan internal dalurn pengelolaan arsip di lingkungan

Pencipta Arsip sebagaimana dlmaksud pada ayat (3)
rnenjadi tanggung jawab Unit Kearsipan pada Pencipta

Arsip.

(5) Unruk mclindungi kepentingan negara, Daerah dan hak-

hak keperdntaan masyarakat, Lernbaga Kcarsipen Daerah

dapat bckcrja sarna dengan instansi terkait rnclakukan

pernbinaan kcarslpan terhadap lembaga swasta dan
masyaral<at yang rnelaksanakan kepentingan publik,

Pasal9

(1) Lembaga Kearsipan Daerah melakukan kegiatan
pernbinaan dan sosialisaai kearsipan sebagaimaaa

dimaksud dalarn Pass! 7 huruf a, dalam mcwuiudkan
masyarakar sadar ersip.

(2) Pernbinaan dan pengawasan kcarsipan sebagaimana
ditnaksud pada ayat (1) dilalcukan me!alui kegiatan

birilbidgan teknis dan penyuluhan serta penggunaan

berbagai sarana media komunikasi dan inforrnasi di

Daerah.
(e) Pembinaara dan pengawasan kearsipan sebagaimana

dimaksud pada ayat [1) dlt'Ujukan kepada Peneipta Arsie,

Pasal10

[1) li'engawasan J<e~sip~ sj:bagaim1')na dimak>s!,ld dalarn
:F,!a"ial€'I ayaf(3J n:t1ruf l'l Qi1a~kan oteh Lem1:)agaKeilrsipan
~aI'l1a:ta1:.l 'l>ll'lit'keaFsipen,

l~)PeFlgawa'San...
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(2) Pengawasan kearsipan mcliputi pengawasan atas

peJaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan" penegakan

peraturan perundang-undangan di Daerah.

(3) DaJam haJ Pcngawasan kearsipan ill lingkurigan

Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapar dibentuk TIm. Pengawas Kearsipan Pemcrintah

Oaerah yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Pengawasan kearsipan di lingkungan BUMD-1

dilaksanakan oieh unit pengolah dan uJiit kearsipan

sesuai wiJayah kev....enangannya.

Paragraf S
Pengelolaan Arsip

Pasal 11

(1) Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (3) huruf c, dilakukan terhadap .arsip dinamis dan

arsrp statis.
(2) Pengelolaan arsip dinarnis sebagaimana dirnaksud papa

ayat (1)menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip,

(3) Pengeiolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjacli tanggungjawab Lembaga Kearsipan Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan

PasaJ 12

(1) DaJam rangka mencapai maksud- dan tujuan kear.Sipan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3,

Pemerintah Dacrah menyusun .rencana pe,nyelenggar3!ill

keareipan.
(2) Rencana. penyelenggaraan kearsipan. sebagaimana

di.ihaksuci pada ayat (,1) rneliputi:
a. reneana strategis penyelenggaraan kearsipaa Daerah;

b. rencana kerja.Pemerintah Kabupaten; daa

c. rencana kerja-dan anggaran lembaga Keal'Sipan Daerah.

(3) Penyusurran ...
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(3) oPenyust;inan Rerrcana penyelcnggal'aar:i: lfuafsipan
s¢bagitimar:ra,'tlimaksup pa;d<J l}yat (2) melJ,gap:l pfl,Qa:
a. R_errc~;ia Pcmbangunan ~~mgka Pa1ijang I>a~:I'~

(RPtJ PO); dan
h. Rencana Pembangunan .Jangka M'cnen,€l~h D'aenan

(RPJMD).

Pasal13

(1) Rencana strategis sebagaimana dirnaksud dalam rasa! 12
ay.at (2) hUTUf a disusun untuk jangka waktu 5 (Jim'a)
ta.hun.

('2) Rcncana Kerja Pernerin tuh Daerah dan Rcncana Kerja dan
Anggaran Lernbaga Kearslpan Daerah se"bagai:rifana
dimaksud dalarn pasal 12 ayci:t(2) huruf b dan ,liup.uf e
disusun untuk jangka waktu 1 Isatu) tahun.

Pa,sal14

Dalarn menyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud

tlalam Pas(~113 a.ya,t C.l), Lernbaga Kearsipan dapat.melibarkan

pemangku kepentlngan.

Bagian Ketiga

Lembaga Kearsipan Daerah

P~sal1..5

(,1) B.up~thvaJib<memben~k Lembaga Keacsipan Daerah:
(.Q,j Pembentukan Isernbaga Ke'a:rsi!,>~I~Daerah se.bagaimana

dimaksfuCl. pad'a. ayat' (1) di\al<.sahakan ses,,!ai dengan
K~te!il!U:~nper:a.hinu:r r;>erl:l.ni;!.an g-lJl1.d~rrgap"

(B:)~wb'ag~ lfe,a.:~$ip-anQa~rah. sebjlg~m~~, qil11all\;sl:ldR'aqa,
ayat (i) wajr];)mekiks,anaka)). pengelolaan atsip sta1Js~ang,
ditedma cla:r.R
a. p.era,ng~atDaerah;

h. Rer.orangan.,
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Pasal 16

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15

ayat (3). Lembaga Kearsipan Daerah memiliki tugas

rnelaksanakan:

a. pengelolaan arsip inaktif yang merniliki retcnsi sckurang-

kurangnya 10 [sepuluh] tahun yang berasal dari Perangkat

Daerah dan Pernerintah Desa; dan

b. pembinaan kearsipan tcrhadap Pencipta Arsip .di

lingkungan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BlJMD,

Lcmbaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Polirik,

Organises! Kemasyarakatan dan Perorangan.

Pasal17

(1) Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 15 ayat (II. harus dipimpin oleb pejabat pirnpinan
tihggi pratarna dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diperoteh rnelalui pendidikan dan pelatihan kearsipan.

Bagian Keempat

Pcmbangunan SKD Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

(1) Dalam pembangunan dan pengelolaan SKD befba-sis
teknologi informasi dan komunikasi, Lembaga Kcarsipan
Daerah berkoordinasi dcngan Perangkat Daerah yang
mcnyelenggarakan urusan pemerintahan hidang
Komunikasi dan .Informatika.

(2) Perangkat Daerah menjamin kemudahan, kecepatan d;l;O
ketepatan akses arsip bagi kepentingan pengguna: al'sip
derrgan menggunakan peralaran teknologi informasi dan
komunikasi yang dilaksanakarr sesuai konfigurasi pusat
data. Perangkat Daerah.mclalui SIKD dan aplikasi Sis~em
blfoI;masi Kearsipan Dinamis 'TIerintegrasi atau SRJKAND1,

(3,) Konfig4casi pusat data Perangkat, IDaeral;l sebaga:i.mana

dimaksud pada ayat (II meliputi konfigurasi pusat data

arsip dinamis dan arsip statis,

(4) Konfig:!.l1:asi......
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(4) Konfigurasi pusat data arsip dinamis sebagaimaha

dimaksud pada ayat (2), berlaku sistem akses arsip

tcrtutup dan/atau terbatas berdasarkan Sistem Klasifikasi

Kearnanan Akses Arsip Dinamls.

(5) Konfigurasi pusat data arsip statis di Lembaga Kearsipan

Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), berlaku

sistem akses arsip terbuka.

(6) Ketentuan mengenai SIKD dan aplikasi SRIKANDIdiatur

lcbih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasa119

(1) Pengorganisasian pusar data arsip terpusat pada Lcrnbaga
Kearsipan Daeruh.

(2) Pcngorganisasian pusat data sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) tcrdiri:
a. pusat data arsip inaktif yang mcmiliki retensi paling

singkat 10 (scputuh) tahun;
b. pusat data arsip vital: dan
c. pusat data arsip statts.

PasaI20

(1) Dalam pemanfaatan arsip statis, Lembagu Kearsipan
Daerah menjadi simpuf JIKN.

(2) Penggunaan JIKI'f scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk:
a. rnemudahkan akses dan pencarian serta pcnelusuran

arsip statis;
b. meningkatkan pernberian layanan penggunaan arsip

statist dan
c. mcningkatkan penyebarluasan dan pemahaman

pengetahuan di bidang kcarsipan.
(3) Dalam rnelaksanakan sebagai simpul JIKN sebagairnana

dirnaksud pada ayat (1), Lembaga Kearsipan Dacrah
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah
Desa, BUM]), Lembaga Pendidikan, Perueahaan,
Organisasi Politik, Organisasi Kernasyarakatan, dan
Perorangan, Lembaga. Kearsipan Daerah Provinsi Jawa
Timur serta Arsip Nasional Republik Indonesia.

Bagian Kellima ...
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Bagian Kclima

Organisasi Kearsipan

Pasa121

(1) Organisasi kearsipan di Daerah terdiri atas unit kearsipan

pada Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan Daerah.

(2) Unit kearsipan di daerah scbagaimana dimaksud pada

ayat (1), wajib dibentuk oleh Perangkar Daerah,

Pernerintah Desa, BU:\1D. Lcmbaga Pendidikan,

Pcrusahaan, Organisasi

Kcmasyarakatan.

(3) Ketentuan mengenai organisasi kcarsipan scbagaimana

dirnaksud pada ayat (I), diatur lcbih lanjut dalarn

Politik dan Organisasi

Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Unit Kearsipun

Pasal 22

Unit Kcarsipan pada Pencipta Arsip sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 21 ayat (1), memiliki fungsi:
a. pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di

lingkungannya;
b. pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
c. pernusnahan arsip di lingkungan lembaganya;
d. penyerahan arsip statis oleh pirnpinan Pencipta Arsip

kepada Lembaga Kearsipan Daerah; dan
e. pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka

penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

Pasal23

(1) Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan

melalui SIKD.

(2) Pelaksanaan tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan

sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit

kearsipan pada masing-masing Pencipta Arsip.

(3)Unit kearsipan ...



• 20

(3) Unit .kearsipan pada masing-masing Pendp'fa Arsip

sebagairnana dimaksud pada ayat (a·), menjadi '~1'IggtUlg

jaw.ab sekretariat pada Perangkat Daerah.. P.emerintah

Dcsa, BUMD,. Lembaga Pendidikan, Perusal-man, Organisasi

Politik dan Organisasi Kemasyarakatan,

Pasa124

Unit kearsipan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 21

bertugas:
a. rnelaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengo)ah di

lingkuugannya:

b. mengolah arslp dan menyajikan arsip menjadi inforrnasi

dalam kerangka SKN clan SIKN;

c. melaksanakan pemusnahan arslp di llngkungannya;
d. mernpersiapkan pcnyerahan arsip stads oleh pimpinan

Penciptn Arsip kepada Lernbaga Kearsipan Dacrah; dan

e. melaksanakan pcrnbinaan dan evaluasi dalam rangka
penyelenggarnan kearslpan di lingkungannya.

Bagian Ketujuh

Pengembangan sumber Daya Manusia

Pasal25

(1) Pernerin tah Daerah menyediakan sum ber daya rnanusia

yang memiliki kompctensi kearsipan.
(2) Sumber daya manusia sebagairnana dlmaksud pacta ayat (J)

terdirl atas arsiparis dan surnber daya manusia yan&

merniliki kompetensi dan profestenalisme di bidang

kearslpan.

(3.) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia

sebagaimCIDa dimaksud pada'ayat ~l) lnei1j.lui:
a. penernpatan jabatan Pegawai Negeri, Sipil yang

ber,kedudllk¥i scbagai tCl).aga manajeri.al yang memiliki

kdmpetensi dan profe'sioflalitas ~ifuidang kc!l.rsipan;

b.,pcnempactan arsiparis pada Lernbaga Kearsipan Dsenah:

,'liIan FeI'an~at Iila:eral:i;

c. l".engang~tan: ten',l'g£\~enger0law;s1p dart Peg~Wal Nege)'i

Sipil j1laaa Perangkat Elaer,a'h;
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d. pengadaan sumber daya rnanusia non .Pegawai Negeri

·Sipil yang memiliki kompetensi dan profesionalitas al
bidang kearsipan sesuai dengan kebutuhan .dan

kemampuan daerah.

(4) Pernerintah Daerah melaksanakan pengernbangan

arsiparis.

(5) Pcngembangan arsiparis sebagaimana dirnaksud pada ayat

(4) dilaksanakan. rnelalui upaya:

a. pengadaan arsiparis;

b. pcngembangan kompetensi dan profesionalitas arsiparis

melalui penyelenggaraan, pengaturan serta pengawasan

pendidikan dan pelatihan kearsipan;

c. pengaturan peran dan keduduklli'l hukum arsiparis;

d. standar minimal jurnlah arsiparis; dan

e. penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi

untuk sumber daya kearsipan.

(6) Ketentuan mengenai kedudukan .hukum, kewenangan,

kompetensi, pendidikan dan pelatihan arsiparis, standar

minimal jumlah arsiparis dan

kesehatan scbegaimana dimaksud

penyediaan jarninan

pada ayat (3), diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian. Kedelapan

Prasarana dan Sarana

Pasal26

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan prasarana dan sarana

kearsipan di Daerah.
(2) Pengembangan prasarana dan saran a sebagaimana

dimaksud pada ayat (lJ dilakukan sesuai dengan ketentJ.:ii3l'1

standar kuafitas dan spesifikasi rnemmrt dengan ketentuari

peraturan perundang-undangan.

Pasa121

(I) Pencipta AtSip dan .Lernbaga Kearsipan Daerah, wajio

menyediakan prasarana dan sarana- Kearsip!l.l1 sesu.ai

dengan standar keareipan.

(2) Pengembangan .
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(2) Prasarana dan sarsna kearsipan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi gcdung, ruangan dan peralatan.

(3) Persyaratan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus rnengatur Iokasi, konstruksi dan tata

suangan gedung, ruangan penyimpanan arsip serta
spesifikasi perala tan pengclolaan arsip.

(4) Ketcntuan mengenai persyaratan .prasarana dan sarana

kearsipan sebagaimana dimaksud pada (war. (3) diarur lebih

lanjut dalam Peraruran Bupati,

Bagian Kesembilan

Pcriindungan dan Penyelamatan Arsip

.l-'asal28

Arsip yang tercipta dari kegiatan pcnyelenggaraan Pemerintah

Daerah, ya~1gdibiayai dengan Anggaran'Pendapatan dan Belanja

Daerah. dinyarakan sebagai arsip tnilik Daerah.

Pssa129

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan

penyelamatan arsip baik terhadap arsip yang keberadaannya

di dalam maupun di luar Daerah.

l2) Pernerintah Daerah rnernberikan perlindungan dan

penyelarnatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang berkaitan dengan sejarah, perneriruahan,
kependudukan. kewilayahan, perbatasan dan rnaaalah-

masalah Pcmerintahan Daerah yang s-trategis.
(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindurigan dan

penyelamatan arsip sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dan bencana alarn, bencana sosial, tindakan

kriminal serta tindakan kejahatan yang rnengandung unsur

sabotase, spicnase dan terorisme.

(4) Perlindungan dan penyclamatan arsip sebagaimana

dim:a1<:suclpada ayar (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan

a~o'0rGL~nasikaneleh Lembaga Kear:l;ipaIl Daerah, Pencipta

Arsip dan pihak terkalt,

(S) Perlindungan ...
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(5) Perltndurigan dan penyelamatan 8,1:s:ip akibat bencana yang

tidak dlnyatakan sebagai bencana riasional dilaksanakan
oleh Pencipta A):siP dan Lernbaga J(ear!lipan I)a.e:rah ,ya:ng
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan

tygas dan fungsi penanggulangan bencana Daerah,

Pasal30

(1) Dalam hal terjadi penggabungan darr/atau pernbubaran

suatu Perangkat Daerah, Pernerintah Desa, BUMD, Lernbaga

Pendidikan, Organisaei Politik dan Organisasi

KemasY*ilrakatan, Pemerintah Daerah rnengambil tindakan

untuk melakukan upaya penyelarnatan arsip,

(2) Upaya penyclnmatan arsip sebagat akibac penggabungan

dari/atau pembubaran sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

dilaksanakan olch Lcmbaga Kearsipan Daerah sesuai dengan
kewenangan.

Baglan Kesepulub
KClja Sarna

Paeal 3.1

(1) Lembaga Kear sipan Daeran dapat melakukan kerja sarna

dcngan Pcncipta Arsip dan Pemerintah Daerah lainnya,

(2) Dalam hal pcnyclamatan areip pemilihan urnum, Lernbaga

Kearsipan Daerah melakukan kerja sama dengan Kornisi

Pcmilihan Urnum dalarn penyimpanan arsip statis

pcnyclenggaraan pemilihan umum anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah serta pernilihan Bupati dan Wakil

BupatL

(.3) Dalam hal penyelamatan arsip yang terkait dengan

l'l<:mbe~ili!nhibah, bantuan sesial atau bantuan keuangan

Pernerirttah Daerah, Lembaga KearsipaJ,l Daesah melakukan

kerja sama deRgam Perarrgkat Daed,h terkait, peI:)eiima

Wban:, p'(meFima Qantllan l:!osia! a!Alll penerima bantuan

k:eua;l'lg~1'Iaal~m periyirnpaFial'l ats!p statts pet:1iY.elen;ggal'a.~
ke~atal'L teJJsel\>.llll!\
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(4J Kerjasama.sebagairnana dimaksudpada ayat(J) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai dcngan keterrtuan peraturen

pcrundang- 'undangan.

Bagian Kcsebelas

Pendanaan

Pasal32

(1) Pendanaan Penyelenggaraan kearsipan di Daerah bersumber
dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2JPenyusunan pendanaan program penyelenggaraan
kearsipan di Daerah .menjadi tanggung jawab Lernbaga
Kearsipan Daerah dan unit kearsipan pada Pcncipta Arsip
sesuai dengan kewcnangenya.

(3J Pcrangkat Daerah, Pemerintah Desa dan DUMD
mengalokasikan pendanaan untuk pengelo1aan kearsipan.

Pasal33

(1) Pendanaan dalam 'perlindungan dan penyelamatan arsip
akibat bencana mcnjadi tanggungjawab Lembaga Kearsipan
Daerah dan Pencipta Arsip,

(2) Pendanaan penyeJenggaraan kearsipan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), -melipun pencegahan kerusakan
arsjp akibat oencana serta penyelamatan dan pemulihan
arsip akibat bencana,

(3) Pcndanaan dalam perlindungan dan, penyelamatan arsip
sebagaimana. dirnaksud pada ayat, (1) ,dan ayat (2),
dialokasikan dalam Anggaran, Pendapatan d?TI Helanja
Daerah sesuai kctentuan peraturan perundang- undangan.

Pasa134

Lembaga Kearsipan Daerah dapat mengalokasikan pendanaari

-untuk j:!engnargaan dan/stau irnbalan kepada an~ota
l1)asyaraKa:tatau Iembaga yang berperan aktif dalarn ke'giil:t84

perlindungan dan penyelamatan. arsip serta penyerahan arsip

statts.

BAB IV .
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ITABJV

PENGELOLAAN ARSJP DINAMJS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal35

(l) Pengeiolaan arsip dinamis wajib dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah, Pcmcrintah Desa, BUM-D, Lembaga

Pendidikan, organisasi politik dan .organisasi

kemasyarakatan.

(2) Pengelolaan arsip dinarnis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan untuk menjarnin ketersediaan arsip cI.alam

penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas

kinerja dan alat bukti yang sah.

(3) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat

11) I' .'.l . me IpU,,,l.

a. penciptaan arsip;

b. penggunaan dan pemeliharaan arsip dinarnis; dan

c. penyusutan arsip.
(4) Pcngclolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud padaayat

(I) dan ayat (2)dilaksanakan dengan suatu sistem kearsipan:

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengelolaan. Arsip Dinamis

Paragraf 1

Penciptaan Arsip

PaSal36

(1) Penciptaan :<¥Sip sebagaimana dirnaksud dalarn Pasai, ~5

ayas (3)htintf a me1lputi kegiatan:

a. pembuatan arsip; dan
b. penerimaan arsip,

(2) Pemfmatarl dan penerirnaan arsip sebagaimana dimaksud

pada ayat!l), dilaksanakan berdasarkan tata rraskah dinas,

kJasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi kearl'l'anan Clan

akses arsip.

(3) Ketentuan ...



(:ill' Keten tuan meogenai tata ilaskaf.l 'aina);, ,klasifika sl' Ci.ts{p,

serta sist(~rn klasinkasi keamanaa dan akses assip, diatur

le,bili lalij~t dalam Pera,turan Jil1.!pat,i.

Paragraf 2'

Penggunaan Ar~ip' Dinamis:

Pasa137

(-1) Penggunaan arsip dinarriis diperuntukkan bag! kepentingan

Be:nciJ),ta Arsip;
(2) :K_et.er:S,ediaandan autentisitas, arsip 'diiuimis sebagairnana

dimaksud pada ayat (1·)menjadi tangguugjawab Pencipta
"

Atsjp.

113) Pimpinarf urrit pengolah bertanggung jawab' terhadap

ketersediaan, .pengelolaan, penyajian arsip vital, dan arsip

aktif:

{4) Pimpinan 'lini!: kearsipan bertanggung jawab terRdJii'rp
ketersediaan, pengolahan dan penyajian a.rs,il) irrakffr untuk

kepentingan pehggtli1a~ 'internal dan kep~h.tingan. publik

(S) Dalam ketersediaan arsip untuk 'kepentingan <*ses,. 'fu;SlP

dinami\, d~pat ¢i!ctkl,llh'q)alilitned ia.

PasaL~8

(:1) peja:lilit yang oet-tan;ggyng ja\yab 'da;lam keg'i~tan

ieFlen(:h~dukan; .kewl1a,-y.a':hal'l.Jpel<britlfsam, k~J'lJ!11auan,
Rc:rjwj'ian 'inteI.'r.lasiopaJ, kontrak .k~:a dan rnasalah

p,emerihtlili'a1;l IDaer~'lh ;ya:ng"s,ligC,egt8.;wajib 1n¢.meeFk~s~,

melapofksn dan rnenyerahkan <t:tsip1tf.a kepaGla bemhiaga

1!(!e:ar:,!)pEI$L Eraer!i:li.

(!il) P?'efu.'BeFkl:l:san ;t;Iab peJa.pt)F~ ~,FSiP se<b,agaimgE.ai gim.otlci14d

gada ~y.at.lJ::t),wa:ji!;) diJakmikan palin~ lama 1 (saru] J:a'h'blr.l

seli:M($.vJaaiFJ:~:a.ft(egi'at_ai'l,

(:j) A<tsip y-al;lg rellclJil1!a,j;l~aa P.emel'in~l'lan DJl-~r.:hli se:aag~aoo.

clim!rlcstl~~a:da ',~at '(l) waJib disel'a!hkan p'aGia Lembaga

Kteat;~i:F!an~aeran (jj-alhnil lJ!?P'iiUJ.>;\ ilSltlib.aa aJ;!ltentik !1!;wi
naska:h a-sThpa!lil'l~lama: 1: ~aru) tah1m.
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J4) Ketenruan mengenai tata cara. pemberkasan, pelaporan Cla:n
penyerahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (I),

diarur Iebih lanjut dalam Peraturan BupaLi.

Pasal39

(I) Pencipta Arsip dapat menutup akses atas arsip.
(2) Penutupan atas arsip scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umurn

dapat:
a. rnenghambat, proses penegakan hukum;
b. rnengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan

intclektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak

sehat;
c. rnernbahayakan pertahanao dan kcamanan negara;
d. merugikan ketahanan ekonomi daerah;
e. merugikan kepentingan politik di Daerah;
f, rnengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi

dan kemauan terakhir ataupun wasiat sescorang kecuali
kepada yang berhak secara hukurn;

g. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
h. mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang

menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

(3) Pencipta Arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip terrutup
sebagaimana dimaksud pada:ayal (1).

(4.)Pencipta Arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan
standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas
untuk kepentingan pengguna arsip.

P~3
Pemeliharaan Arsip Dinamis

Pasal40

(11 Pemelibaraan arsip dinamis dilakukan un·'tIJ,k' menjaga

keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselarnaean MSfJD.

(2) Pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dim.aksud pada

ayat Lt) meliputi:
a. pemeliharaan arsip vital;
b. arsip aktif dan arsip inaktif;

e. baik......
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c. baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun

arsip umum.

(3) Perneliharaan arsip dinamis dimaksud pada ayat (2)

dilakukan mclalui kegiatan:

a. pemberkasan arsip aktif;

b. penataan arsip inaktif;

c. penyimpanan arsip: dan

d. alih media arsip.

Pasa141

(1) Perneliharaan arsip aktif, dilakukan melalui kegiatan

pembcrkasan dan penyimpanan arsip.

(2) Pcmcliharaan arslp makrif dilakukan mclalui kcgiatan

penataan dan penyimpanan.

PUlml'12

Kctcntuan mcngenai penclptaon, penggunaan dan pcmc::llharaan

arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai
dengan Pasa141, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupari.

Pasal43

(1) Pcmberkasan arsip aklif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

40 ayat (3) huruf a, dllakukan terhadap arsip yang dibuat

dan diterirna.
(2) Pemberkasan ersip uktif scbagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip.
(3) Pemberkasan arsip aktif pada ayal (2) menghasilkan

tertatanya fisik dan informasi arsip serta tersusunnya daftar

arsip.

(4) Daftar arsip skill sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri

atas daftar berkas dan isi berkas.

(2) Penataan ......

Pasal44

PI Penataari arsip inaktiC sebagaimana dimaksud dalam Pasal

40 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan asas asal-usul

dan asas aturan asli.
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(12) Penataan arsip inaktif pada uhi't kearsipan dIWMnitJ)ertf,1;olhli:

~bagaimlma dirnaksud pada ayat (1)dilaksa:n~a:n melalui:

a. pcngatQraH fiSikar$"iJi1;-
b. pengolahan informasi arsip; dan

c. pen)'lJspna.n daftar ~rsw.

(3) Da:ftar arsip irraktif disusun oteh Unit peng6Jah·"seriap tahun

dan disampaikan kepada unit kcareipan disercai berita acara

pcrriindahan.

Pasa145

(1) Penyimpanan -arsip sebagaimana dimaksuddalarn Pasal 40

ay;at (<1) huruf c dilakukan terhadap arsip aktif'-dan inaktif

yang telah disusun aala:m daftar' arsip,

,(2) Penyimpanan.arsip aktif dan inaktif sebagaimana.dimaksud
pacta ayat (.l) dilaksanakan untuk menjamin keamanan flsik

dan inforrnasi arsip selama jangka ",,~Rtlt.penyimpilnM $t'i'sip

berdasarkan JRA atau nilai guna.

Pas.a146

(1) f\.l·sip dinamis. de).I?E!~dilak,u\<an ~ih media sesuai dengan

~eientuarl pe~atl:1ta'nperu.o:dang'Ju'lda.~ga.n,
!2f Atih media arsip sebagaimana dimaksud pacta ayat (1)

dilal{sgj1~ q-aia'm'be~gag~i' ~ntu~, dan !'Dcdia sesuai
deF\!¥Ji "kemajuan tek)101ogl, ~Flfo.rmasi .aan korriJ!fiiik:?,si

beI'dasru:~ ket~t1:lan peraturan perundang-undangan.
, . ,

dcngan

mernpeFnatik!!il:~o!ii)lisi'~l1's'i@'c!;\ntHlai in@1'llla¢,i.
(12,) ~lik media .s6ba~aJmana 4irnaJ<sud pada, a,y~l\-, (1.)

rJ;l~ng!!t1istlkaia ai'sip '~ina1nis d:als;w liienrnk: dan, m~<,J:i.a

(@l A-rs'i1i1 tetap (;J'isimpan unwk

K~p"en.ting!U'l 1l:11JR'uml!iel'c;l§l:~kan kerei;!.t~~J:?i lJ·e~t:ur~
p¢niIndifng •.1!J.h&atrg_a:11.

(ill) ~ilim~flia"....
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(S'l-) Alih, media arsip dinarnis diautel'ltlkaSi oleh pimpinan

Penoipta Arsip dengan mernberikan lunda tertentu yaAg

dilekatkan atau terkait gcngai:! arsip hasil alih media.

(5) Pelaksanaan alih media ansip dinamis dilakukan dengart
membuat berita acarayang.disertai dengan da,f~ararsip yang

dial ihmediakan,

(6) Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alar
bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(7) Daftar arsip dinamis yang dialihmediakan paling sediklt

mcmuat:
a. Pencipta Arsip;

b, nomor urut;
c. jenis arsip;

d.jumlah arsip: dan
C. kurun waktu,

Pasal 48

Ketentuan rnengenai tata cara pernberkasan dan pernbuatan
arsip akLifdan arsip inaktif diatur lebih Ianjut dalarn Peraturan
Bupati.

Paragraf 4

Pcnyusutan Arsip

Pasa149

(I) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 35 ayat

(3) huruf c, dilaksanaken oleh Pencipta Arsip:

(2) P,enyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Rem:ipfa Arsip berdasarkan J~ dengan

rnemperhatikan ke'pentirngan Pencipta Arsip serta kepentingan

masy,at:akat, '5angsa'dan !':Iegar-a,

(3') Perangkat Daerah, .<J3UMD dan Lerrrbaga Penc;ijCLikan wajib

rnemmkiiJ'~,
(lIi) ,J'RA seaagailnana ..dimalksbid ~acla ayat (2) §l~t~t;apka1l Bupati

setelah mendapatkan @ersellUj!il'an tiaFi Kepala Ar.sip Nasieoai
R~r>ue.lik'l1lldllnesi~.

(5) K'e~~tuan ...
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(5) Ketentuan mengenai JRA, diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Bupati.

Pasnl50

Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)
huruf c, mcliputi:

a. pemindahan arsip inaktif dan unit pengolah ke unit kearsipan;

b. pemusnahun arsip yang telah habis rctcrisinya dan tidak

merniliki nilai guna ditaksanakan scsuai ketcntuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. penyerahan arsip statis oleh Pencipta Arsip kcpada Lcmbaga
Kearsipan Dacrah.

Pasal51

(1) Pernindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 huruf a. dilaksanakan dengan rnernperhatikan bcntuk dan
media arsip.

(2) Pemindahan arsip inaktif sebagairnana dimaksud pada ayat (I)

dilaksanakan melalui:
a. penyeleksian arsip inaktif

b. pernbuatan daftar arsip inaktif yang akan dtpindahkan;

c. penataan arsip inaktifyangakan d!pin·dahkaIl; dan

d. dibuatkan berita acara pernindahan arsip inaktif.

(3) Daftar arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hUTUf
b, paling sedikit memuat :

a. Pcncipta Arsip;

b..unit pengolah;

c. nornor arsip;

d. kode klasifikasi;

e. uraian inforrnasi arsip;
f. kurun waktu;

g. jurnlah; dan

h. kcterangan.

(4) Pcmindahan arsip inaktif sebagalmana dimaksud pada ayat (2)

menja:di tal'lggut'l'l:gjawab pimpinan unit pengolah.

(5) Pelaksanaan ...
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(5) Pelaksanaan pemindahan arsip inaktiI sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diJakukan dengan penandatanganan berita acara
dan dilampiri daftar arsip yang akan dipindahkan.

(6) Berita acara dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan

sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh

pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan.

Pasal 52

(lJ Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf b, dilakukan terhadap arsip yang:
a. tidak mcmiliki nilai gunu;
b. telah habis rcicnsinya dan berketerangan dimusnahkan

berdasarkan JRA;
c. tidak ada peratura n perundang-undangan yang melarang;

dan
d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suaru perkara.

'(2) Dalarn hal arslp .bclurn rnernenuhi sernua ketcnruan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), retensinya diteniukan
kernbali oleh pimpinan Pcncipta Arsip.

(3) Pernusnahan ar-sip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar.

(4) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip yang
bersangkutan.

(5) Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan Perncrint..ah
Daerah sebagaimana dirnaksud, pada ayat (1), menjadi
tal3.ggui:rgjawab Lernbaga Kearsipan. Daerah, Perangkat Daerah
yang mempup.yai tugas pokok fungsI (li bidang hukum dan
perrgawasan.

Pasa153

(1) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Lembaga

Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik dan Organisasi
K'emasyarakatan berkewajiban menyerahkan arsip statis
sebagairnana dimaksud dalam PasaJ 50 huruf c kepada

Lembaga Kearsipan Daerah.

(:2) Pefl\yena;tlar.)araip sratis sebagaimana dirnaksud pada ayat (1).

dil~an terhadap arsip yang:

a. memiliki ...
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a. memiliki nilai guna kcscjarahan;

b. telah habis retensinya; dan/atau

c. berketerangan diperrnanenkan sesuai .)RAatau nilai guna.

(3) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

rnenjadi tanggung jawab pimpinan Peneipta Arsip,

Pasal54

(1) Arsip statis yang diserahkan oleh Pencipta Arsip kcpada

Lernbaga Kearsipan Daerah harus merupakan arsip yang

autentik, terpercaya, utuh dan dapat eligunakan.

(2) Dalam hal arsip statts yang diserahkar; tidak autcntik, maka

Pencipta Arsip mclakukan autentikasi.

(3) Apabila Pencipta Arsip tidak melakukan autentikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Kcarsipan

Daerah berhak menolak pcnycrahan arsip statis.

(4) Dalam hal arsip statis yang tidak diketahui pencipranya,

autentlkasi dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah.

Pasal55

Lembaga Kearsipan Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan

penyusutan arsip eliDaerah.

Paragraf 5
Program Arsip Vital

(3) Penyerahan ......

Passl56

BABV ...

(1) Pemeliharaan arsip vital dilakukan dengan mcnyusun program
arsip vital.

(2) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD dan Lembaga
'Pendidikan wajib membuat program arsip vital.

(3) Program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui kegiatan:

a. identiflkaai;

O. j;lerijnd1:1ngan dan pengamanan; dan

c. 41e1'lyelan'l:~landan pemulihan,

(4) Ketentuan lebih Janjut rnengenai program arsip vital
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2) dan ayat (3)

diatur lebih Janjut dalam Peraturan Bupati.
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BAB V
PE:'-IGELOLAAN ARSJP S1'A'T'lS

Bagian Kesatu Umum

PasaJ 57

(1) Pengeloiaan arsip statis dilakukan oleh Lernbaga Kearsipan

Daerah.

(2) Pengeloiaan arsip statis sebagaimana pada ayat (1)

dilaksanakan unruk rnenjamin keselamatan arsip scbagai
pertanggungjawaban daerah bagi kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bcrncgara.

(3) Pengelolaan arsip staris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

meliputi:

a. akuisisi arsip statis;
b. pengolahan arsip staus;
c. prcservasi arsip stans: cian

d. akses arsip statis,

Pasal58

Bagian Kedua

Pc1aksanaan Pengelolaan Arsi? Statis

Paragraf 1

Akuisisi Arsip Statis

(1) Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan akuisisi arsip statis

sebagaimana dimaksud dalaro Pasal 57 ayat (3) huruf a dari

Pencipta Arsip.

(2) Akuisisi arsip statis scbagairnana dimaksud pada ayat (1)

meliputi arsip statis yang telah diverifikasi sccara langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam mclakukan akuisisi arsip statis, Lembaga Kearsipan
Daerah wajib membuat DPAyang meliputi arsip sebagaimana

dimaksud pada ayat (2). dan menyampaikannya kepada
Pencipta Arsip.

(4) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat;

a pencipta .



35

a. Pencipta Arsip:
b. nornor arsip;
c. kode klasifikasi;
d. uraian informasi arsip;
e. kurun waktu;
f. jumlah arsip; dan
g. kctcrangan,

(5) Setiap Perangkat Daerah, Pemerintahan Dcsa , Bt:MD,
Lembaga Pcndidikan, Perusahaan, Organisa si PoJitik Dan
Organisasi Kemasyarakatan serta perorangan yang memiliki
atau menyimpan arsip statls sebagairnana dirnaksud pada ayat
(3) wajib menyerahkan kepada Lcmbaga Kearsipan Daerah
berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam
pengumuman DPA.

Pasal59

(1) Pelaksanaan akusisi arsip statis scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 dituangkan dalam berita acara serah tcrima dan daftar
arsip statis.

(2) Bents acara serah tcrima arsip statis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Lernbaga Kearsipan
Daerah dan pimpinan Pencipta Arsip, perseorangan atau pihak
yang mewakili.

(3) Berita acara serah terima arsip statis sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. wakru serah terima;
b. ternpat;

c. jumlah arsip;
d. tanggung jawab dan kewajiban para pihak; dan
e. tanda Langan para pihak.

(4) Daftar arsip statis scbagaimana dimaksud pada ayat (I)
disusun oleh Pencipta Arsip yang paling sedikit memuat:
a. Pencipta Arsip;
b. nomor arsip;
c. kode klasifikasi;
d. uraian informasi arsip;
e. kurun. wakru;
f. jumlah arsip; dan
g. Keterangan.

Parag,af2 ...
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Paragraf 2

Pcngolahan Arsip Slatis

Pasa160

(1) Pcngolahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasai.57
ayat (3) hUM b, dilaksanakan ocrdasarkan asas asal-usul dan
asas. aturan asli.

(2) Pengolahan. arsip statis scbagaimana dimaksud pacta ayat (1)
dilakukan berdasarkan standar deskripsi arsip statis.

(3) Pengolahan arsip statis scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
-di!aksanakan melalui:
a. mcnatainformasi arsip statis;
b. menata fisik arsip stacis; dan
c. penyusunan sarana bantu penerrruan, kernbali arsip stabs.

(4) Sarana bantu penemuan kembali arsip statis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi guide, daftar arsip
statis dan inventaris arsip.

(5) Daftar araip statis scbagaimana dirnaksud pacta ayat (3) paling
sedikit memuat:

a. Pencipta Arsip;
b:nomor arsip;
c. kode klasifikasi;
cr. nraian informasi arsip;
e. kurun waktu;
f. jumlah arsip;dan
.g. keterangan.

Paragraf 3

Preservasi Pusip Stans

Pasal61

(1) Preservasi arsip statis sebagaimana dirnaksud dalarn Pasat.S7
ayat C3) huruf c di:laksanakan untuk menjamin Kesell¥O,a1;ari
dan kelestarian a."&ipsratis.

(2) Prcservasi arsip statis sebagaimana diraaksud pada ~yat (1)

dilakukan secara preventif dan kuratif.
(3) Preservasi ar~ip statis dengan sara preventif sebagatmana

dimaksud pacta ayat (2) dilakUk,ah.dengan:
-3. penyimpanan;
b. pengerrdalian hama terpadu;

0. reproduksL ....



c. reproduksi; dan
d. perencanaan .menghadapi bencana.

(4) Preservasi arsip 'statis dengan cara kuratif sebagairnana
oirnaks).jd pada ayat (2) dilakukan melalui perawatan arsip

statis dcngan memperhatikan keutuhan inforrnasi yang
dJ<andung.dalam arsip statis.

Pas3.162

(1) Pclaksanaan preservasi arsip statis melalui penyimpanan
sebagairnana dtrnaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a,

dilaksanakan dengan penyediaan prasarana dan sarana sesuai

dengan staudar yang ditcntukan.

(2) Pclaksanaan preservasi arsip statls mclalui pengcndalian harna

terpadu sebagaimana dimaksud dalam PIlSa.J 61 ayat (3) huruf

b, dilaksanakan dcngan pcncegahan, pembasmien jasad renik

dan organisme perusak arsip.
(3) Pelaksanaan preservasl arsip statis melalui reproduksi

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 61 ayat (3) huruf c,

dilakaanakan dengan melakukan alih media.
(4) Pelaksanaan preservasi arsip statis melalui perencanaan

menghadapi bencana sebagalrnana dirnaksud dalam PCU:lHl61

ayat (3) huruf d, dilaksanakan dengan perliudungan dan

penyelamatan arsip dari bencana,

Pasa163

(t) Alih media arsip statis scbagaimna di maksud pada pasal 62

ayat (3), dilaksanakan dengan rrremperhatikan kondisi arsip

dan nilai informasi,

(2) Alih media sebagaimana dimaksud pacta ayat (l) menghasilkan

f.\Fsip Statis dalam bentuk dan media elektronik darr/ atau

media .lainnya sesuai d\:)ngaro..aslinya.

(3) At<sfp statjs yang dia'11hmedfa.kf~n tetap disimpan ·untl:lk

l<:epl:lnGinganpelestarian <lianpelaY-al;'lanarsip.

(4) ""rsip 'statis Yri!J)1gclialii'lmeclial<ian tetap 'disimpan ·Olntl!lk

kepentinga,n htdt).un, b.lerdasrutkan ketentuan peraturan

lPefun"dang-l!lnGl~El:n,

(5) Mill. media>.",.
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(5) A'liJ1hll(l,4ia allsip, -statis- diaurentileasi oleh pirnpirran ~mba~a
KeaJ;;slpat1 Da:~rah peng<lil 'Iuemberikatl .tanda tertenru yang
p.,fl()!{atkr'inatau-terkait <l!engjU1arsip hasil alih rtll::,ai~,

(9)P~!liksa,n~an alih p.ledia arsip statis di1;~~J<u)~al19.~ngan
. rne!1\Pt!at berita acara Y:{ng. disertai denga.:n daftar arsip yang
qi~iFimediak_ail,

(7) Berita acara alih media' arsip. statis paling sedi1~itmernuat;
:i;. waktu.pclakaanaan;
b. ternpat pelaksanaan;
.c',jenis media;
d. jurnlah arsip; .

e. keierangan tentang arsip yang.dialihmediakan;
t keterangan ptoses alih media yang dilakukan:
g. pelaksanaan; dan
h. penandatariganan oleh pirnpinan lembaga kearsipan,

Paragraf u

Akses Arsip Statis

Pasal6.4

Aks.es arsip statis sebagaimana dimaksud dalarn Paaal S7Yaya'( (@)
"hw;u£ d, dilakS\j:nak?n dalam rangka pemanfaatan;
pendayagtlnaan, dan f)el~y.ajJanJ'.iublik,

Pasat,65

lfj,;~f~f1{~lle;I1b~R'aand'ifll i{ere'1'~tlll2an! ¥;sip ~.e<s~aitlen'g~
keJ;el>iifUah:'P;'er,jl)rur.a:rt1ie.rlllllaa:n:g-~liidarig?l;a
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(4) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) dapat
dilakukan secara manual danj'atau elektronik.

Pasfl.l66

(1) Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari Pencipta
Arsip terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai
dengan persyaratan dari Pcncipta Arsip yang memiliki arsip
tersebut,

(2) Persyaratan tcrtenru sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
harus sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-
undangan.

Pasal67

Ketentuan rnengenai akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses

arsip statis sebagatmana dimaksud dalarn Pasal 57 sampai dcngan

Pasal 66 diatur Icbih Janjut dalam Peraturan Bupati.

BAS vr
AUTENT1KASl ARSIP

Pasal68

(1) Autentikasi arslp statts dilakukan tcrhadap arsip etatis
maupun arsip hasil alih media untuk menjamin keabsahan
arsip.

(2) Autentikasi terhadap arsip stalls sebagairnana dirnaksud pacta
ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Duerah.

(3) Ketentuan mcngcnai autcntisitas arsip statis yang tercipta
secara elekironik danj'atau hasil alih media sebagairnana
dimaks .. d pada ayat (J) harus dapat dibuktikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-uodangan.

Pasal69

(1) Lembaga Kearsipan Daerah berwenang rnelakukan autentikasi
arsip statis dengan dukungan pernbuktian.

(2) Untuk mendukung kapabilitas, kompetensi, serta kemandirian
dan integritasnya dalam melakukan fungsi dan tugas
-penetapan autentisitas suatu arsip statis, Lembaga Kearsipan
Daerah harus clidukung peralatan dan tcknologi yang
memadai.
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(3) Dalam hal menetapkan autentisitas terhadap arsip hasil alih
media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), l..embaga
Kearsipan Daerah dapat berkoordinasi dengan pihak yang
mempunyai kemampuan dan kornpetensi,

BAB VII
LAYANAN KI:)A:RSIPAN

Pasal70

(1) Lembaga Keai-sipan Dacrah melaksanakan Iayanan kcarsipan.
(2) Jenis layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. konsultasi dan asistensi;
b. penclitian dan penelusuran;
c. pernbenahan dan penataan arslp;
d. penggandaan dan alih media;
e. peminjaman arsip;
L penyimpanan arsip;
g. perawatan dan reproduksi ursip;
h. publikasi arsip; dan
i. bimbingan dan peJatihan kcarsipan.

(3) Layanan kearsipan scbagaimana dimaksud, pada ayat (2) dapat
dikenakan restribusi

(4) Pengenaan restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

BAB vm
ORGANJSASI PROFESI DAN PERAN SER'PAMASYARAKAT

Bagian Kedua .

Bagian Kcsaru
Organisasi Profesi

Pasal71

(1) Arsiparis dapat membentuk organisasr profesi di daerah,
(2) Pembinaan organisasi profesi arsiparis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan lcbih lanjut mengenai orgenisasi profeai eraiparis

sebagafmana dimaksud pada ayat [1)" diatur, dalam Anggaran
:9aSal' dan t'l:nggaran Rumah Tangga: per.<ila:::;arklU,1kctentuan
pen:U:ldlang-undangan.
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Bagian KOOua
Peran Serta Masyarakat

Pasal72

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan
kcarsipan di Daerah.

(2) Peran scrta masyarakal sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
di....-ujudkan dalam ruang lingkup yang melipuii:
a. pengelolaan;
b. penyelamatan;
c. penggunaan arsip;
d. penycdiaan surnber daya pcndukung; dan/atau
e. penyelenggaraan bimbingan teknis keursipan.

(3) Peran serta masyarakat scbagaimana dirnaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan cara:
a. menyerahkan arsip statis kepada Lcmbaga Kcarsipan

Daerah;
b. melindungi dan menyelamatkan arsip don rcrnpat

penyimpanan arsip dari bcncana a1am dan bencana sosial;
c. pembudayaan penggunaan dan pcmanfaatan arsip sesuai

dengan prosedur yang bcnar;
d. menggalang dan/sUlu menyumbangkan dana untuk

pcnyclcnggaraan kearsipan;
e. menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelamatan

arslp sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya; dan I a tau
f. rncnyclcnggarakan bimbingan teknis kearsipan sesuai

dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

BABlX
PENGHARGAAN

Pasal73

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada
Pencipta Arsip, arsiparis dan tcnaga kearsipan yang berprestasi
dalam penyelenggaraan kearsipan.

(2) Pemerintah Daerah dapat mernberikan penghargaan kepada
masyarakat yang berjasa dalam perlindungan dan
penyelamatan arsip.

(3) Pemerintah. Daerah dapat rnernberikan penghargaan kepada
perorangan, kelompok, lembaga swasta dan masyarakat yang
berperan aktif dalam kegiatan penyelenggaraan kearsipan.

(4) Pel'.lgha~aan .



- 42

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
daJam bentuk :
3. piagarn:
b. bantuan sarana kearsipan; dan
c. uang pembinaan.

(5) Ketenruan mcngenai pemberian penghargaan diatur lebih
Ianjut dengan Pcraruran Bupati,

BABX

SA:'>IKSIADMINISTRATIF

P..sal 74

(1) Pejabat danj'atau pelaksana yang meJanggar keteruuan
sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 22 ayat (2), Pasal 38 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal49 ayat (3), Pasal 56 ayat (2) dan
Pasal 58 ayat (3), dikenai sanksi yang bcrsifat mcngembalikan
pada keadaan sernula dan sanksi administratif.

(2) Sanksl administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat. (1)
berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghcntian scmcntara kegiatan;
c. penghentian tetap kegiatan;
a. pencabutan sementara izin;
e. pencabutan tetap izin;
f. denda administratif; danj atau
g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(3) Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan,

pcjabat danj atau pcJaksana sebagaimana dimaksud pad a ayat
(1) dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan
gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan
perbaikan, pejabat, pimpinan instansi danj'atau pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa :
a. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (eatu)

tahun;
b. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lcbih

rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
c. pcmbebasan dan jabatan.

BABXI .



- 43

BABXI

KETENTUAK PENUTUP

Pasal75

Peraturan Daerah tnt rnulai berlaku pacta tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penernpatartnya dalam Lernbaran

Daerah Kabupaten Bojonegoro,

Ditetapkan eli Bojonegoro
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATIBOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojc)neg()n?
pada tanggal 6 Mei 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATI!lN BOJONEGORO

ttd.

roOKO LUKITO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEOORO TAHUN 2025 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPrt:JIAN HUKUM,

TJ2~ot;.SH ..M.H.
Fern bina 'l'ingkat I

J\lTP,19750921 200312 1 002

NOMOR REGlSTER PERATURAN DAERAH KAB1JPATEN BOJONEGORO
NOMOR: 44-4/2025.



PENJELAS!\N ATNS

PERA:r.I:JRAN D'AERA.H KAB8PA'fEN 'BO,1(")NIl1QQ'RO

NOMO~ 2 TAHU'l\'2025

TENTANG

KEi\RSIPAN

I, UMUlvI

Arslp adalah rekarnan kcgiatan atau peristiwa dalarn berbagai

bentuk dan media sesuai dengan perkcmbangan teknologi informasi clan

.komunikasi yang dibuat dan diterima oleh organtsasi dan p"rSe()Tang(~n

dalam pelaksanaan kehidupan bcrrnasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip yang tercipta harus dapat rnenjadi surnbcr informasi, acuan dan
bahan pembelajaran rnaeyarakat, bangsa dan negara.

Dalam upaya mcwujudkan penyelenggaraan pernerintahan yang
baik dan bersih, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tenrang Kearelpan
mewajibkan pemerintah rnenunjukkan tanggung jawa bnya dalam
pcnyclcnggaraan, pcnciptaan, pcngelolaan dan pelaporan arsip yang
tercipta dad kegiatan-kegiatannya. Penyelcnggaraan kcarslpan dan
pengelolaan arstp dalam suatu eisrem kearsipan yang didukung oleh
sumbor daya man1.1s1a,praeerana dan sarana aorta sumber daya lainnya,

Sebagai upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut,

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro rnelatui Lern baga Kearsipan Dacrah
berkewajiban menyelenggarakun pembinaan kearsipan di lingkungan
Pemerintah. Kabupaten Bojonegoro. Pembinaan dimaksudkan .agar setiap
inatitu.si menjalankan pengelolan arsip dinamis secara optimal berdasarkan
pedornan yang berlaku, sehingga akses arsip dapat dilakukan dengan tepat

dan dalam waktu relatif singkat.

Lernbaga Kearsipan Daerah berkewajiban pula rnelakukan

peRgeJolaan auaip statis yang efisien, efektif dan. eistematls. Proses tersebut

melip1,.lti akuisisi, peng01anan, prescrvasi, pemanfaatan, pendayagunaan

Gal'! pelayanan p\:1blik datarn suatu sistem KcarS'ipa:FlRasio1'lal.

Perab:u:an ......
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Peraruran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 menggariskan
ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Keareipan. Sebagai tindak lanjut disuhkannya Peraturan Pemerintah
terscbut, perlu disusun Pcraturan Dueruh tentang Penyelenggaraan
Kearsipan di Kabupaten Bojoncgoro untuk menjamin kepastian hukum
dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip yang
tercipta dari kegiatan-kcgiatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam
pelaksanaan kehidupan bcrmasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 1

Cukup jclas.
Pasa12

Yang dimaksud dengan "mernberikan kcpastian hukurn" adalah
bahwa Peraturan Daerah inl memberi landasan hukum bagi sernua
aktivitas penyelenggaraan kcarsipan dan mernberikan kepastian
serta rasa arnan bagi para penyelcnggara kearsipan.

PasaJ 3
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "rnenjamin ketersedlaan arsil' yang
autentik dan terpcrcaya sebagai aial bukri yang sah" adalah
bahwa penyelenggaraan kcarsipan harus dapat menjamin arsip

scbagai rekaman kegintan atau peristiwa yang dapat
disediakan atau disajikan dalarn kondisi auccntik dan
terpercaya, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang
salt rnaupun dapat mcnjadi sumber inforrnaai dalam
pelaksanaan kegiatan pad a masa yang akan datang.
Yang dimaksud dengan "arsip yang autentik" adalah arsip yang
memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dcngan kondisi
pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan

diciptakan oleh orang atau lembaga yangmemiliki otoritas a tau
kewenangan sesuai dengan isi informasi araip,

II. PASAL DEMl PASAL

yang .



Yang .e.imaksud tleJiigan "arsip terp'eTcaya" adalah' arsip yang

isin;ya clap-at dipercaya l'Ienqh dan, aktlrat- Il:@:Fe~

J)1.eTep,l~e·s.entalliRansecara leng14ip da,i snatu tindakan,
kegiatan-atau fakta, sebingga dapat-diandalkan unruk kegiatan

!>·e!ll.llj:utnya;

HlJ~Il(C

Yang dimaksud dengan "pengeioiaan arslp yang andal" adalah

penge161a:an arsip yang dilaksanakan berdasarkan sistem yang

pengelolaan arsip yang dllaksariakan berdasarkan sistem'yang

marnpu menampung dan merespons kebutuhan
perltem:Qangan, zaman. SistCrrt pcngelolaan arsip yang andal

merniliki kemampuan: rnenjaring .atau menangkap '{ca,pturej

semua arsip dari 'selunlh kegiaran yang ,dihasilkan organisasi;

menata. arsip 'dengan cara yang mencerminkan proses ke~atan

crganisasi; melindungi araip dari pcngubahan, pengurangan,

p~nalhb,ahan, atau penyusutan 91eh pihal$ yang tidak

berwenang; menjadi sumber utama inforrnasi secara rutih

.mengenai kegiacar; yang~ terekam dalam arsip; dan
meilye'€iiaJdm jikses .teTha\:laR :$,el!J'u,d,arsrp l:>erikut beserta

.rnetadatanya,

ljIJolt:Ll;f ,d

Ya.ngGl:imaks1llQ d~ngat'l haR-h,s,Ji ~e,petp<!'ra:an I4{Yat meliputi:

'hak s0sia} hak ckonomi: hak politik dan. lain. lain -c:ang, . , ~.,' ..... , ,-~~.

ditl1:lktika,n Cfrua.mars~p rn!salny"" ser.t~fiRat t'aniP1l.ijaziili, surat
.nikili, akta ketalUran, kaitu pendualiK, M.ata Kepcrrd)ld'l'l.Ksn,
sllU'@!t-wasiat,datE:' surat '~zin-usaha.

~1llrt:if _c

Y~g diitl€l:ksucl Ciefugan "meE(,imamiSRan :pe$y,er~ngg'at:~
kearsipan ;na;si(l))il,al"adruaf.l. oahwa i;!engan ,adany8 sistem yang

k~m,p.r:ehe;E'~if~an ,terngdu peFl~el!!l,'lggaI'1;lcm,Reaff,si:rl'anJJ!enjael:i
Id1M1iainaffli:s da'[.1d.~wafu,

HUllUfi f. " ...
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Huruf[

Yang dimaksud dengan "menjamin keselamatan dan kearnanan

arsip" adalah bahwa arsip baik sccara fisik maupun

informasinya harus dijaga keselarnatan dan kcamanannya,

sehingga tidak mengalami kerusakan atau hilang.Arsip perlu

dijaga kerahasiaanya dari pengaksesan oleh pihak yang tidak

berhak, karena arsip merupakan bukti pertanggungjawaban

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hurufg

Yang dimaksud dengan "aset daerah" adalah kekayaan daerah

dan masyarakat oaik sccara ekonorni, sosial, politik, budaya,

maupun aspek kehidupan lain yang terekam dalarn arsip

scpcrti daftar kekayaan daerah maupun bukti-bukti

kepemilikanyang harus dilindungi dan dijaga keselumatannya.

Huruf h

Yang .dimaksud dengan "meningkatkan kualitas pelayanan

publik" adalah pcnyclenggaraan kearsipan yang komprehensif

dan lerpadu dcngan dukungan sumber daya manusia yang

profesional serta prasarana dan sarana yang rncmadai akan

meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memanfaatkan

arsip yang dibutuhkan melalui ketersediaan arsip yang fakrual,

uruh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan.

Pasal4

Hurufa

Yang dimaksud dcngan asas "kepasrian hukurn" adalah

penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan

Iandasan hulrum dan selaras dengan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan

penyelenggara negara.Hal ini mcmenuhi penerapan asas

supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan

penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang
berlaku,

Hurufb .
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Huruf b

Yang dimaksud dcngan asas "keautentikan dan
keterpcrcayaan" adalah penyelenggaraan kearsipan harus

berpegang pada asas mcnjaga keaslian clan keterpercayaan

arsip schingga dapat digunakan sebagai bukri dan bahan

akuntabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan as as "keutuhan" adalah

penyetenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip

dari upaya pengurangau, pcnambahan, dan pengubahun

informasi maupun fisiknya yang dapat menggangu

kcautentikan dan kcterpercayaan arsip,

Yang dimaksud dengan RS~S "asal-usul" asas yang dilakukan

untuk rnenjaga arsip tetap terkelola dalam sa tu kesatuan

pencipta arsip (provenance), tidak dicampur dengan arsip y~mK

bcrasal dar] penclpta arsip lui n, sehingga arsip dapat rnelekat

pacta konteks penciptaannya,

Huruf c
Yang dimaksud dengan aaas "aturan asli" usa yang dilakukan

untuk rnenjaga arsip ietop ditata sesuai dengan pengaturan

aslinya (original order] utau sesuai dengan pcngaturan ketiku

arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta

arsip.
Huruf C

Yang dima ksud

penyelenggaraan

kearnanan arsip

dengan asas "keamanan" adalah

keuraipan harus mernberikan jaminan

dart kemungkinan kcbocoran dan

Huruf g......

penyalahgunaan inforrnasi oleh pengguna yang tidak bcrhak.
Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa

penyeleoggaraan kearsipan harus dapat menjamin

tcrsclamatkannya arsip dari ancaman bahaya bark yang

disebabkan oleh alam maupun perbuatan rnanusia.
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Hurufg

Yang dimaksud dengan asas "kcprofcsionalan" adalah

pcnyclcnggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber
daya manusia yang profesional yang memiliki kornpetensi eli

bidang kearsipan.

Hurufh

Yang dimaksud asas "keresponsifan" adalah pcnycJcnggara

kearslpan harus tanggap atas permasalahan kearsipan

maupun rnasalah lain yang bcrkait dengan kearsipan,

khususnya bila tcrjadi suatu sebab kehancuran, kcrusakan

atau hilangnya arsip.

Huruf i
Yang dimaksud dcngan asas "keantisipaufan" adalah

penyelenggaraan kearsipan harus didasarl pada antisipasi atau

kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan

perkernbangan pcntingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan

bernegara, Perkernbangan berbagai PCTll bah an dalam

penyelenggaraan kearsipan aniara lain perkembangan

teknologi informasi, budaya, clan ketatanegaraan.
Hurufj

Yang dimaksud dengan asas "kepartieipatifan" adalah

penyelcnggeraan keersipan harus memberikan ruang unruk
peran serta dan partisipasi rnasyarakar di bidang kearsipan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah

pcnyelenggaraan kearsipan harus memperhaukan arsip

sebagal bahan akuntabilitas dan harus bisa mcrefleksikan

kegiatan dan peristiwa yang direkarn.

Yang dimaksud dcngan aeae "kemanfaatan" adalah
penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan manfaat

bagi kchidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bcrncgara,

Hurufm ......
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Hurufm

Yang dimaksud dengan asas "aksesibilitas" adalah

pcnyelenggaran kearsipan harus dapat rnemberikan

kemudaban, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi

masyarakat untuk memanfaatkan arsip.

Hurufn

Yang dimaksud dengao asas *kepentingan umum" adalah

penyelenggaraan dilaksanakan dengan

memperhatikan kepentingan umum dan tanpa diskrirninasi.

Pasal5

Cukup jelas,

Pasa16

Cukup jelas.

Pasal7

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jclas.

Pasal9

Cukup jclas.

Pasal 10

Cukup jelas,

Pasalll

Cukup jelas.

Pas-al12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal14

Cukup jelas.

Pasal15

bukup jelas.

PasaI16 ....•.
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Pasal 16

Hurufa

Untuk efisicnsi dan efektivitas pengeIoIaan arsip inaktif di

Pemerintahan Daerah, Lembaga Kearsipan Daerah hanya

bertugas mengelola arsip inaktif yang merniliki retensi paling

sedikit 10 (scpuJuh) tahun yang berasal dari perangkat daerah

dan penyelcnggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk arsip

inaktif yang memiliki rctcnsi eli bawah 10 Isepuluh) tahun

pengelolaannya rnasih rncnjadi tanggungjawab unit kearsipan

di setiap perangkat daerah dan penyelenggaraan

Pemcrintahan Daerah.

HUfUfb

Cukup jelas.

PasaJ 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayal (2)

Cukup jelas.

Ayal (3)

Yang dimaksud dengan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip

Dinamis adalah pedoman yang dibcrlakukan bagi pencipt.a arsip

sebagai panduan dalam melakukan pemhualan klasifikasi

keamanan dan penentuan hak akses arsip dinamis, serta

pembuatan daftar arsip dinamis berdasarkan klasifikasi

keamanan dan akses arsip dinamis yang disusun sebagai dasar

untuk melindungi hak dan kcwajiban pencipta arsip dan publik

tcrhadap akses arsip.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat, (5)

Cukup jelas.

Pasal 19 .
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Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal20

Cukup jelas,

Pasal21

Cukup'jelas.

Pasa122

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal23

Pasa124

Cukup jelas.

Pasal25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas,

Hurufd
Sumber daya manusia Non Pegawai Negeni Sipiladalah pcgawai non

Pegawai 'Negerl Sipil yang memiliki kornpetensi dibidang keareipan

diangkat dan ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan
kegiatan kearsipan di pencipta arsip sesuai dengan peraturan
perundangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)..... ,
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Ayat (6)

Cukup jelas.

PasaI26

Ayat (I)

Cukup jclas.

Ayat (2)

Yang dirnaksud dengan "standar kualitas dan spesifikasi prasarana dan
sarana kearsipan" adalah ketenruan standar tentang kualitaa, bhan,
ben tuk, ukuran, jcnis, dan Iain-lain yang dijadikan acuan atau

pcdornan dalam pengadaan dan pcnggunaan prasarana dan saran a
kearsipan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Gedung, ruangan, dan pcralatan yang digunakan untuk mengelola

arsip dlnamis maupun arsip statis dalrun bcrbagai bentuk dun media,

scpcrti:

a. Penyimpanan arslp aktif;

b. Penyimpanan arsip inaktif;

c. Penyimpanan arslp statis;

d. Peralatun kearslpan:

e. Gedung penyimpanan arsip;

f. Penyimpanan arsip vital;

g. Penyelarnatan arsip; dan

h. Sistcrn jaringan informasi dan komunikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

PasaI28 ......
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Pasa! 28

Yang dimaksud "arsip rnilik dacrah" adalah arsip yang berasal dan
lernbaga daerah, pemerintahan dacrah, pemeirntahan desa, lernbaga

pendidikan dacrah, Sl1MD, termasuk arsip yang dihasilkan dari sernua

kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang didanai oleh sumber

dana daerah.

Pasal29

Ayat (1)

Dalam rnelindungi dan menyelamatkan arsip daerah yang

kebcradaannya di Iuar daerah, t.embaga Kearsipan Daerah melakukan

upaya-upaya dengan mehbatkan rnasyarakat/ pihak yang terkait

dengan arsip terse but.

Ayat (2)

Qukup jclas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kegiatan pelindungan dan penyelamatan

arsip" adalah Lembaga Kearsipan Daerah berkoordinasi dengan

Iembaga lain yang tcrkait sesuei dengan fungsi dan tugas instansi

terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyelamatan arsip akibat bencana rnengikuti rnekanisme yang telah

diatur dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana.
Ayat (S)

Cukup jelas.

Ayaf(6)

Cukup jelas.

Pasal so
Cuktip jelas,

Pasal 31

Cukup jeJas.

Pasal32

Cukup jelas.

PaSlll,3'3

Cu~pj'elas.

Pasal 34 .
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Pasa134

Cukup jelas.

Pasa! 35
Cukup jctas.

Pasal36
Cukup jclas.

Pasal37

Cukup jclas.

Pasal38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayar (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

'Iuruf a
Cukup [elas.

Huruf b

Cukup jelus.

Hurufc
Cukup jelas.

lIuruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Untuk kepentingan perlindungan politik daerah penutupan akses

dapat dilakukan oleh pencipra arsip selanjutnya pencipta arsip yang

bersangkutan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang
membidangi urusan politik daerah sesuai dcngan ruang lingkup

fungsi dan tugasnya.

Huruff
Cukup jelas.

Hurufg

Cukup jelas,

Hurufh

Cukup jelas.

Ayat (3) .
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Ayat (3)
Cukup jelas..

Ayat (4)

Cukup jelas.
Pa5a140

Arsip terjaga, didalamnya termasuk arsip aset.
P353141

Ayat (I]
Pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif dalam rangka
perneliharaan arsip aktif dilakukan dengan menggunakan prasarana
clan sarana kearsipan.

Ayat (2)

Penataan dan penyimpanan arsip dalam rangka pemeliharaan arsip
inaktif dilakukan dengan menggunakan prasarana clan sarana
kearsipan.

Pasal42
Cukup jclas.

Pasal43
Ayat (1)

Pernberkasan arsip dilakukan sctolah arsip tersebut dircgistrasi dan
didistribusikan.

Ayat (2)
Klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar pcmberkasan dan penataan
arsip untuk mendukung akses, dan pernanfaatan arsip serta
penyusutan arsip,

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayac (4)

Cukup jelas.
Pasal44

Ayat (1)
Yang dimaksud dcngan "asas asal usul" adalah asas yang dilakukan
untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satukesatuan pencipta
arsip (provenance), tidak cticampur dengan arsip yang berasal dati
pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks
penciptaannya Yang dimaksud dengan casas aturan asli" adalah asas
yang dilakukan untuk mcnjaga arsip tetap ditata sesuai dengan
pengaturan aslinya (original order) atau sesuai dengan pengaturan
ketika arsip masih ctigunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta
arsip.

Ayat (2)......
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Ayat (2)

Pengaturan Iisik, pcngolahan informasi arsip, dan penyusunan daftar

arsip inaktif dimaksudkan untuk memudahkan penerrruau kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas,

Pasa! 45

Ayat (1)

Penyimpanan arsip aktif dilakukan pada senrral arsip aktif atuu central

file, sebagal tcrnpat penyirnpanan arsip aktif yang dirancang untuk

penyirnpanan arsip secara elision, efektif, dan ;H1l1:1Tl. Penyimpanan

arsip inaktif dilakukan padu pusat arsip inaktif atau records center,

sebagai ternpat penyimpanan arsip inaktif pada bangunan yang

dirancang untuk penyimpanan arsip.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pa.sal46
Ayat (1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

Setiap penyelcnggara sistcm kearsipun elektronik, mengoperasikan

sistem kearslpan elektronik yang memenuhi persyaratan minimum

eebagai berikut:

a. dapat menampilkan kcmbali infcrmasi elektronik dan/ atau

dokumen elektronik sccara utuh sesuai dengan masa rctcnsi yang

diretapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, kcautcntikan,

kerahusiaan, dan keterakscsan inforrnasi elekironik dalam

pcnyclenggaraan sistem eleklronik torsebut;

c. dapat beroperasl sesuai dengan prosedur atau pctunjuk dalam
penyelenggaraan sistem elcktronik tersebut;

d. dilengkapi dengan proscdur atau petunjuk yang diumumkan

dengan bahasa, inforrnasi, atau simbol yang dapat dipahami olch

pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem

elektronik tcrsebut; dan

e. memiliki.. ....
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e. memiliki rfiekanisme yang eerkefahj'utan uatul<;.menjagaJ<eo3.t;uurn,,
keJelasan, darn kebe1'tang!?=gjawaban prosedur atau petunjuk.

'Pa~'U147

Ayat (i)
C,akup' jelas.

Ayal (2)
C1!lK.u,p .ielas.

Ayat (3)
Cukup jetas.

Ayat (4)

Y:1u,1gdirnaksud deugan "memberikan tanda tertentu" adalah
.memberJk.fl,J1paraf atau tanda 'tangan aecara manual atau elel(<.I'bnIk
tcrhadap arsip hasil alih media.

Ayat i5)
Culrup jelas.

Ayat (6)
C!.1kup'j~las.

I~yat (7)
Crimp jelas.

Pas£1l48'

Gukup )elas.
'Pasll.'l49

1ya!(lj
0:blkl:ipje:l~s.

Ayat (2)
@:llRi;l;'j:l jef!l,s...

ACyaf'(3)
;j,R)Ij terdiri atas •.,j·R!A fasil!tatif"caan g.RA substan tit".

_.,. I: -_

JRA Fasilttat~f adalab JR!! Y~l1g;bet'isi~arngkawa~tu. p'emy'ill}l\lal'l:ain.a~1)l

):,eteHsi;¢arii~enls..,jer!i~ altsiJ?;¥a~ diJ;l~~:kiiW~i k~gja'tan ~tal:l1:ungsi,
fa'sill ~a:tiL lW,F) J~ef@,.mas·an"

atal.:1FetcHsl dad jenis-jel'lis, ai;siJ) yeang dihasl..lk1If1 daFi kegiatan atau. . ~
fum~l,li s1:tlilstall'l!tii~setiap pem~i'Jilta assip sesuai dcngan f.l:Ulgsi dan
m?iasI\l:j(a.

Aya't (4) ......
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Ayar (4)
Cukup jclas.

Ayat (5)

Gukup jelas.
Pasa150

Cukup jelas.
Pasal51

Ayat (1)
Cukup jelas,

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Pembuatan dattar arsip inaktif yang dipindahkan meliputi daftar
berkas dan daftar lsi berkas.

Huruf c
Cukup jclas.

Ayil.t (3)
Cukup jelas,

Ayat (4)
Cukup jclas.

Ayat (5)
Cukup jelas,

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal53
Cukup jelas.

Pasal54
Cukup jelas.

Pasa105
Cukup jclas.

PasalS6
Aya1. (1)

Pemeliharaan arsip vital menjadi kesatuan dengan sistcm pengelolaan
arsip aktif.

Ayat (2)......
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jclas,

Pasal57

Cuku p jclas,

Pasal58
Ayat(l)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dirnaksud dengan "akuisrsi arsip staris" adalah penyerahan aras

hak pengclolaan arsip dwi pencipra arsip kepada lcmbaga kearsipan.

Akuisisi dapat dilakukan dcngan cara pensrikan, pcmbclian, tukar

menukar, dan kegiatan lain yang mcngakibatkan adanya penarnbahan

khazanah arsip. Dalam rangka melengkapi khazanah len lang rckaman

perisriwa tertentu dapat dilakukan melalui kegiulan wawancara

scjarah lisan.

Akuisisi dilakukan berdasarkan strategl akuisisi dan kritcria arsip

stads.
Yang dimaksud dengan "veriflkasi secara langsung" adalah veriflkasl

tcrhadap arslp-arsip statis yar.g tercantum di dalam JRA yang

berketerangan dipermanenkan.

Yang dirnaksud dengan "verifikasi tidak langsung" adalah verifikasi

terhadap arsip yang bclum tcrcantum dalam ,)RA tetapi mcmiliki nilai
guns kesejarahan dcngan didukung oleh bukti-bukti berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayet (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasa159 ......
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Pasal59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ·guide· adalah sarana bantu penemuan arsip

statis berupa uraian informasi menger.ai khasanah arsip statis yang

tersimpan balk secara kcscluruhan maupun tematis di lembaga

kearsipan,

Yang dimaksud der:gan "daftar arsap statis" adalah saran a bantu

penemuan arsip statis berupa uraian deskripsi. Informasi yang

sekurang-kurangnya memuat nomor arsip, benruk rcdaksi, isi ringkas,

kurun waktu penciptaan, tingkat perkernbangan, jumlah, dan kondisi
arsip.

Yang dimaksud dengan "inventaris arsip" adalah sarana bantu

penernuan kembali arsip statis berupa uraian dcskripsi informasi yang

disusun bcrdasarkan skerna pengaturan arsip yang dilengkapi dengan

sejarah dan fungsi! reran pencipta arsip, riwayat arsip, sejarah
penaiaan arsip, tanggung jawab teknis penyusunan, indeks, daItar

istilah asing, struktur organisasi untuk arsip kelembagaan acau
riwayat hidup untuk arsip perseorangan, dan "konkordan" (petunjuk

perubahan terhadap nomor arsip pacta inventaris arsip yang lama ke

dalam inventaris arsip yang baru).

Pasal60

Cukup jelas.

Pasal61

Cukup jelas.

Pasal62

Cukup jelas.

PasaJ63 ......
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Pasal63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kondisi arsip dan nilai informasi'' adalah

bahwa dalam melaksanakan alih media arsip pcrlu dilakukan seleksi

arsip unruk menyatakan arsip yang kondisinya paling rusak dan nilai

informasinya paling penting,

Ayat(2)

Contoh media lainnya antara iainmicr%nn, microfilm, dan microfiches

sesuai dengan perkembangan teknologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal64

Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah layanan informasi

kearsipan, peniripan dan penyimpanan arsip, perawatan, wisata arsip,

alih media, penggandaan arsip, konsulrasi dan asistensi.

Pasal65
Cukup jelas.

Pasal66
Cukup je!as.

Pasa! 67

Cukup jelas.

Pasal68

Ayat (1)

Gukup jelas.

Ayat (2) .
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Ayat (2)

Yang dirnaksud dengan "auteruikasi arsip statis" adalah pernyataan

tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa arsip statis yang

bersangkutan adalah asli atau scsuai dengan aslinya,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dukungan pcmbuktian" adaJah usaha- usaha

penelusuran dan pengungkapan serta pcngujian tcrhedap arsip yang
akan diautenukasi,

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kernandirian dan intcgritasnya" adalah

ternbuga kearsipan hams menjaga netralirasnyn dalarn penetapan
autennetucs dan tidak menyandarkan pcmbuktian pada instarisi
dan/atau pihak yang mernpunyai kepenlingan tcrtcntu yang dapat

menciderai kuulitas pcmbuktian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

PSSClJ 70

Cukup jelas.
Pasal71

Cukup jelas,

Pasal72
Ayal (1)

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah sebagian, sekelompok,

suatu komunitas tertentu, danjato.u masyarakat umum baik yang

terhimpun dalarn suatu wadah organisasi maupun yang tidak
terhimpun dalam organisasi.

Ayal (2)

Yang dimaksud dengan "peran serta masyarakat di bidang pendidikan

dan pelatihan kearsipan" adalah masyarakat dapat membentuk

lembaga pendidikan kearsipan, baik secara sendiri- sendiri maupun

bekerja sarna dengan pihak terkait.

Ayat (3)......
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

PasaJ 73
CUk:LlP jelas.

Pasa174

Cukup jelas.

PasaJ 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJQNEGORO NOMOR 2


	image00001.pdf (p.1)
	image00003.pdf (p.2)
	image00004.pdf (p.3)
	image00005.pdf (p.4)
	image00006.pdf (p.5)
	image00007.pdf (p.6)
	image00008.pdf (p.7)
	image00009.pdf (p.8)
	image00010.pdf (p.9)
	image00011.pdf (p.10)
	image00012.pdf (p.11)
	image00013.pdf (p.12)
	image00014.pdf (p.13)
	image00015.pdf (p.14)
	image00016.pdf (p.15)
	image00017.pdf (p.16)
	image00018.pdf (p.17)
	image00019.pdf (p.18)
	image00020.pdf (p.19)
	image00021.pdf (p.20)
	image00022.pdf (p.21)
	image00023.pdf (p.22)
	image00024.pdf (p.23)
	image00025.pdf (p.24)
	image00026.pdf (p.25)
	image00027.pdf (p.26)
	image00028.pdf (p.27)
	image00029.pdf (p.28)
	image00030.pdf (p.29)
	image00031.pdf (p.30)
	image00032.pdf (p.31)
	image00033.pdf (p.32)
	image00034.pdf (p.33)
	image00035.pdf (p.34)
	image00036.pdf (p.35)
	image00037.pdf (p.36)
	image00038.pdf (p.37)
	image00039.pdf (p.38)
	image00040.pdf (p.39)
	image00041.pdf (p.40)
	image00042.pdf (p.41)
	image00043.pdf (p.42)
	image00044.pdf (p.43)
	image00045.pdf (p.44)
	image00046.pdf (p.45)
	image00048.pdf (p.46)
	image00049.pdf (p.47)
	image00050.pdf (p.48)
	image00051.pdf (p.49)
	image00052.pdf (p.50)
	image00053.pdf (p.51)
	image00054.pdf (p.52)
	image00055.pdf (p.53)
	image00056.pdf (p.54)
	image00057.pdf (p.55)
	image00058.pdf (p.56)
	image00059.pdf (p.57)
	image00060.pdf (p.58)
	image00061.pdf (p.59)
	image00062.pdf (p.60)
	image00063.pdf (p.61)
	image00064.pdf (p.62)
	image00065.pdf (p.63)
	image00066.pdf (p.64)

